| SOP PELAYANAN PERMOHONAN

Menerima berkas permohonan
pengajuan keberatan dan membuat
check list kelengkapan berkas
pemohon keberatan

5 MENIT

Memeriksa permohonan keberatan
yang diajukan lengkap atau tidak
sesual dengan persyaratan

5 MENIT

Mencatat permohonan keberatan
kedalam aplikasi registrasi
permohonan secara elektronik |
kemudian diterbitkan secara online
di situs PPID

5 MENIT

memberikan tanda bukti permohonan
keberatan yang sudah terdaftar kepada
pemohon dan mendokumentasikan

5 MENIT

salinan berkas permohonan keberatan

Melaporkan kepada Pejabar
Pengelola Informasi dan Dokumentasi

S MENIT

 (PPID) untuk diproses lebih lanjut

Menyelenggarakan rapat panitia

pertimbangan yang dipimpin oleh

atasan PPID untuk membahas _ 30 HARI
 apakah permohonan keberatan yang

_diminta dapat dipenuhi atau di tolak

Mendokumentasikan salinan surat
keputusan atasan PPID dan

menayampikan Surat k
Atasan PPID kepada |

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH RABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

Tangpgal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undangundang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.

Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan administrasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang | 3. Teliti dan Cermat.
Pelayanan Publik. 4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran | 5. Berpenampilan 3-S (Senyum, Salam dan Sapa).
Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Talmun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolann Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.
6. Pemturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publk.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan | 1. Meja Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Pada  Kegiatan | 2. Alat Tulis Kantor
Perencanaan  dan Pengembangan Kebijakan | 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
Komunikasi dan Informasi. 4. Formulr

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupat tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Peloksana Mutu Bulku
o Petu Pejabat
N Axtivitas gas Persy
. Desk | Sengketa/ PPID H-tsrig o brtesy Wakta Output
Keberatan | Pengaduan pan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menenma berkas permohonan Berkas S menit Dibuatnya
pengajuan keberatan dan Permohonan Check List
:.ul?'bum check List Keberatan Kelengkapan
ngkapan berkas pemohon E'_I Sesuai ketentuan Berkas
keberatan. — Ditetapkan Permohonan
Keberatan
2. Memeriksa pe rmohonan Check List 5 menit Telah dipenksa
keberatan yang d.inju.knn‘ T Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak sesuai Berkas Kelengknpan
dengan persyaratan. Permohonan Berkas
Y
3. Mencatal permohonan Check List 5 menit Telah
keberatan kedalam aplikasi | | Kelengkapan Terbitkan
registrasi permohonan secara — Permohonan Nomor
elektronik kemudian Kebemtan Registrasi
diterbitkan secara online di
4, Membenkan tanda bukn Nomor Registrasi S5 menit Telah
permohonan keberatan yang Permohonan diterbitkannya
sudah terdaftar kepada Kebemntan Tanda Bukti
pemohon dan | | Permohonan
mendokumentasikan salinan Keberamn
berkas Per b ke beratan,
S, Melaporkan kepada Pejabat Tanda Buku 5 menit Telah dibuat
Pcngeku;h Informasi dan Permohonan Nota Dinas
Do! ntasi (PPID| untuk Keberatan
diproses lebih lanjut. D
6. | Menyelenggarakan Rapat Nota Dinas 30 Han Daterbitkan
Panitia Pertimbangan yang q I § Surat
dipimpin oleh Atasan PPID Keputusan
untuk membahas apakah Amwmsan PPID
permohonan keberatan yang
m dapat dipenuhi atau
tolak.
7 Mendolumentasikan salinan Sumt Keputusan 1 Han Dite nmanya
m&i Keputusan Atasan PPID :'. Atasan PquD Surat
menyampaikan Surat Kepurusan
Keputusan Atasan PPID kepada - Atasan PPID
pemohon keberatan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

SOP PENYEDIAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Memerintahkan untuk menyediakan j & Menerima peri_nlah untl._lk menyediakan
informasi publik yang di minta oleh iy [Tma . informasi publik yang diminta
Pemohon Informasi Publik ’ a8 Pemohon Informasi Publik

Mengecek Informasi yang diminta A ; :
Pemohon pada Daftar Informasi Publik. Mengkoordinasikan Permintaan Informasi
Juka tersedia diberitahukan ke PPID, Publik dengan P._ejqbat yang menguasai
Jika tifak tersedia dikoordinasikan ke informasi yang diminta

PPID Pembantu

Memberitahuan kepada PPID melalui Mendokumentasikan Informasi Publik

Pejabar Pengelola Dokumentasi dari PPID Pembantu dan melaporkan

mengenai ketersediaan informasi kepada PPID mengenai ketesesiaan
informasi publik yang di minta

1 HARI

Menerima laporan Pejabat Pengelola
Dokumentasi dan memerintahkan
Pejabar Pelayanan Informasi
memberitahukan Pemohon Informasi
Publik

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

FEMERIRTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggnl Revisi

Tanggnl Efeltif

Disahkan Oleh

PENYEDIAAN INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

Knalifikssi Pelaksana :

Dasar Hulum :

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publk.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri &
Pemerintah Daerah.
Peraturan Komisi Inf
Tentang Standar Layanan [pformasi Publik.
Peraturan Komisi i No. 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Pehyelesaian.  Sengketa
Informasi Publik

i No. 1 Tahun 2010

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan
komputer.

Memiliki kemampuan admimstrasi.
Teliti dan Cermat.

bl ol

8. Keputusan Bupai Mdsi in No.
280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dgkumentasi Pemerintah
| Kabupaten Musi Banyuasi
Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan :

s [

2.

Keputusan Bupati Tentang Tin Interdis
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada
Kegiatan Perencanaan dan  Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

Meja Pelayanan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Fotokopi
Formuli

Permendagn No. 3 Tahun 2017

gt ol sl

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanlksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

Pelaksana Mutu Buku
Pejabat
No Aktivitas PFID Persyaratan
PPID Pengelola ban Waktu Qutput
tu le
Dokumentasi Pem Kelapghapan
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Memenntahkan untuk Tanda Bukti 1 Han Adaryva disposisi
me mrediakan informasi Mulai Permohonan FPID kepada
publik yang duminta Informan Publik Pejabat Pengelola
oleh Pemohen Dokumentas:
Informas Publik.

2. | Menenma penintah Lembar Disposisi 1 Han Telah dite nma
untuk menyediakan FFPID kepada lembar Disposisi
informasi publik yang > Pejabat Pengelola PPID
diminta Pemohon Dokumentas
Informas: Publik

3. | Mengecek Informas: Lembar Disposisi 1 Han Terbitmys surat
yang diminta Pemohoen PPID pemberitabuan
pada Daftar Informasi dan Pejabat
Publik. Jikn tersedia Pengelola
diberitabukan ke PPID, Dolumentasi
skatudak tersedia
dikoordinasikan ke \//

PPID Pembantuw Y T

4. | Mengkeordinasikan Lembor Disposisi | 7Han | Tertatnya surat
permintaan informasi v PPID pembentahuan
publik dengan pejabat dan Pejabat
yang meguasai Penprlola
inf i fiminta. T Dolumentas) |

5. , Surat 1 Hari Tertntnyn surat
Memberitahukan & o PO A s
kepada FPID me lahui dari Pejabat dari PPID
Pejabat Pengebla Pembaru
Dol sl Pengelola
ik % _mimmnﬂ‘ Dokumentasi

6. | Mendolumentasian Surat 1 Han Surat
Informasi Publik dari Pemberitahuan Pembentahuan
wi” Pembantu dan dari PPID ol Paiatit
me laporkan ke Pembantu Penge
PPID unm‘pﬂ. Dolaumenta:
hl:lrﬂ‘ud:nn informasi
publik yang diminta —t

7. | Menenma laporan Surmat 1 Han Surmt
Pejabat Pengobols v Pemberitabuan Ptmhn;;hmn
memerintahkan Pejabat o Pengelola Pemohon o
Pelayanan Informasi Dokumentas Informasi Pu
membentahulan
Pemchon Informas
M ()

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

SOP PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Memberkan tanda bukti pemohon yang
sudah terdaftar Lepada pamohon aan
Menenma berkas permohonan nformas: mendokumeniasikan salinan ber-as
gan membuat Check Lis! ketengkapan pemohon
barkas pemohon mfotmas: publk
5 MENIT
5 MENIT
Membenkan keputusan apakan
Mencatat permohonan nformasi o —— yang di
kedalam aphkas: regisirasi permohonan : o o2ty diminta
secara elektronik kemudian diterbitkan
secara online di situs PPID
7 HARI
5 MENIT

Menyampaian Surat Pembentahuan
sebaga: tanggapan / jawaban kepada
pemohon informas: Publik atas

permohonan nformas: yang dwminta

1 HARI

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP |
PEMERINTAN RABUPATEN MUS] BANYUASIN Tanggal Pembuatan —
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI Tenggal Revisi j'
DAN DOKUMENTASI Tanggal Efekuf ‘
Dhsahkan Oleh '
STANDARD OPERATING PROCEDURE {
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ’I
Dasar Hukum : Kualifilkmsi Pelaksana : 7]
"~ 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 1. Memihk kemampuan dalam mengoperasikan
Informas: Publik. komputer.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 2. Memiliki kemampuan administras.
Publik. 3. Teliti dan Cermat.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 4. Memahami UU KIP dan petunjuk
Pendapatan dan Belanja Negara pelaksananya.
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 5. Berpenampilan 3-S (Senyum, Salam dan
Pelaksanaan UU No, 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Sapa).
Informasi Publik.
5. Permendagi No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Bamnuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi
- dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupat Tentang Tim Interdis Pengelolaan 1. Meja Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan 2. Alat Tulis Kanter
dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 4. Formulir
| D:Pi::mmtnn.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat
dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Peclaksana Mutu Buku
Petugas Pejabat
i Aitiviten Desk | Pelayanan | PPID | poporeret’ | Waktu | Output
Informasi | Informasi glapan

1 2 3 4 3 6 7 8

1. | Menenma berkas . Berkas 5 merut | Dibuatnya
permohonan informasi | Mulai ' Permohonsn Check List
dan membuat check list s Informasi Publik Kelengkapan
kelengkapan berkas sesuai Berkas
pemohon informasi i ketentuan Permochonan
publik ditetapkan

2. | Memenksa permohonan Check List 5 menit | Telah dpenksa
informasi yang diajukan T Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak Berkas Kelengkapan
sesuai dengan Permhohonan Berkas
persyaratan

b 3

3. | Mencatat permchonan Check List 5 memut | Telah
informasi kedalam Kelengkapan diterbitkan
aplikasi registrasi Permhohonan Nomor
permohonan secara L Informasi Publik Registrasi
elektronik kemudian
diterbitkan secara
online di situs PPID

4. | Memberikan tanda Nomor S menut | Telah
bukti pemohon yang Registrasi diterbitkannya
sudah terdaltar kepada Permohonan Tanda Bukti
pemohon dan Permohonan
mendokumentasikan
salinan berkas mnany
pemohon o=t

5. Melaporkan kepada Tanda Bukti 5 menit | Ditenmanya
Pejabat Pengelola Permohonan Nota Dinas
Informasi dan »

Dokumentasi (PPID) .

6. Memberikan keputusan Nota Dinas 7 Han Diterbitkan
apakah permohonan Sumat
informasi yang diminta Pe g
d.apat dipenuhi atau Tertulis/Surat
ditolak Keputusan

| Perolakan

7. | Menyampaikan Surat Surnt 1 Han Ditenmanya
Pemberitahuan sebagai Pemberitalman Sumt
tanggapan/ jnwahal:s N Tertulis /Surat Pemberitahuan
kepada Pemchon Keputusan I Tertulis/Surat
Informasi Publik atas Penolakan | Keputusan
permohonan informasi Penolakan oleh
yang diminta | Pemohon

Informasi
Selesai |[

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

SOP FASILITASI

SENGKETA INFORMASI

Setiap Pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan PPID dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja, sejak permohonan
informasi teregistrasi dam diberikan.

Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari sejak pembertahuan tertulis
diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi

?

Atasan PPID menetapkan Tim
fasilitasi sengketa informasi
sengketa informasi untuk
mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang di bentuk
oleh PPID utama

Tim Fasilitasi sengketa informasi
diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu
terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional,
serta JFU yang sesuai dengan
kebutuhan

Tim fasilitasi sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada
Atasan PPID

Upaya penyelesiaan Sengketa Informasi
Publik diajukan kepada Komisi Informasi
Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten / Kola sesuai
dengan kewenangananya apabila
tanggapan Atlasan PPID dalam proses
keberatan tidak memuaskan Pemohon
Informasi

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

T e e e e e e

Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN MUS BANYUASIN

| PEJABAT PENGELOLA Tenggsl Pembuatan |
E INFORMASI Tiagpl Rl

! ' DAN DOKUMENTASI [ Tegeal Elek

STANDARD OPERATING PROCEDURE
FASILITAS] SENGKETA INFORMAS]

Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :
| 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informas: Publik.

2. Undang-undang No. 25 Tehun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

3. Undang-undang Mz 73 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4  Permturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

5. Permendagn No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. ... Tahun 2021
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Bamyuasin.

1.
2.
3.
4.

Memilika kemampuan dalam mengoperasikan k ter.
Memilila kemampuan administrasi. s
Teliti dan Cermat.
Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan ;

1. Kepurusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan
Informasi dan Dokumentass Pada Kegiatan Perencanaan
dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran
2. Dafiar Informasi Publik dan Dikecualikan

3. Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

5. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak diparuhi, maka petugas dapat
dikenakan i Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

| perundang-undangan yang berlaku

cleh PPID Uhama

Pelaksana Mutu Bulm
Pejabat Homiai
Ne Aktivitas Pemohon Atazan Persyaratan
Sengketa/ Informasi Waktu
Informasi | poE e PFID Kelengkapan Output
11 2 3 4 5 6 7 []
¥ - 1.Formulir Pada hari Berkas permohon
Setiap Pemehon Informasi @ Pengajan dan jam an mnformasi
dapal mengajukan Mb!-ﬂm kerja, yang telah diisi
keberatan secara ternulis Informasi Publik maksimal lenglap dan
ke pada Atasan PPID yang tersedia di 10 (sepuluh) | dilampin
dalam waktu 10 (sepuluh) meja pelayanan han kerja, fotocopy/ scan
han kerja. sejak FPID atau sejak identitas dini
paeencd infa ; duampilkan di permohona INIK)
teregistras: dan ciberikan website dan n informasi
Perpanjangan pemenuhan dapat diunduh, teregistrasi
permchonan informasi 2. Fotocopy atau
selama7 (tujuh) hari sejak scan identitas
pembentahuan tertukis dun (NIK) dari
diberikan dan bdak dapat PFemohon
diperpanjang lagi Informasi
yang mengajukan
ke beratan
2. Atasan PPID menetapkan

Tim fasitasi sengketa E.:' o g
miormasi untuk o i
mengupayakan atasan PPTD .
penyelesaian senghketa p!rll'l;ll informasi
nformasi yang dibentulk ’T D chienglt

3. Tim fasilitas: sengketa

i i di ketum oleh
PPID Utama dan

be ranggotakan PPID
Pembantu

terkait, p-p:m yang
menangani bidang
huku.gn. pejabar
fungsional, senta JFUynng
sesuai dengan kebunihan

4. Tum fasiias: senghketa
informasi melaporkan
Proses penanganan
sengketa informasi ke pada
Atasan PPID

S Upaya penyvelrsaian
Senglata Informasi Publik
chajulan ke pada Komisi

Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi

[Kota sesuai dengan
kewenangannys apabila
tanggapan Alasan PPID
dalam proses keberamn
tidak me muaskan
Pemohion Informasi

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

SOP PELAKSANAAN

UJI KONSEKUENSI

PPID berkoordinasi dengan pejabat pada
unit kerja yang menguasai dan mengelola
~ informasi tertentu untuk melakukan

. pengklasifikasian informasi publik

Memberikan Pertimbangan atas Informasi
/ Dokumen yang dimaksud yang bersifat
rahasia berdasarkan UU, Kepatutan dan
. Kepentingan Umum

Membuat Pertimbangan tertulis secara

saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatukan informasi publik tertentu
dikecualikan

Memberikan hasil pertimbangan tertulis
sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada
pimpinan badan public untuk mendapat
persetujuan



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

